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KOMISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN LABUHANBATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN T .ARUHANBATU

NOMOR : 24 / PP.o I.2 -Kpt I 12 tO I KPU -Kab I III / 2o2 t

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAIIUPATEN
LABUHANBATU NOMOR 2 1 / PP.O 1.2 -Kpt / 12 lO / WU -Kab / tII / 2O2 I TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PET.AKSANAAN PEMUNGUTAN SUART{ UT,lq]VG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI I.AEIUTIANBATU TAHUN 2O2O PASCA

PUTUSAN MAHKAMAI] KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILII{AN UMUM KAI}UPATEN I-ABUHANBATU,

Menimbang a. bahwa berdasarkan pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wa-li Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbaagal sebagaimala dimalsud daLam

huruf a perlu menetapkan Keputusal Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten l,abuhanbatu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten l,abuhanabtu Nomor 2l/PP.Ol.2'

Kpt / l2l} / l<PU -Kab / III / 2O2l tentang Tahapan, Program Dan Jadwal

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihal Bupati Dan Wakil

Bupati l,abuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusal Mahkamah

Konstitusi;

Mengingat 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

244, Tarrrrbatmn kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telal: diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukal

Peraturan Perundang-undalgan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undalg-Undang Nomor

2 Tahun 2O20 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2O15 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dal Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihal Umum Provinsi dal Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19

Nomor 320), sebagaimala telai diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2O2O terrtal:g Perubahal Kedua

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilitran Gubernur

dan Walil Gubernur, Bupati darr Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 202O Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilhan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapal, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wali Kota dan Wakil

Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2O2O terttanrg

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2018 tentang Pemungutan dan Penghitungal Suara PemiLihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dal Wakil Bupati, dan/ atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
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Memperhatikal

Menetapkan

KESATU

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

58/PHP.BUP-XX 12021 talrpglal 22 Maret 2O2l;

9. Keputusan Komisi Pemilihqn Umum Kabupaten labuha-nbatu Nomor

2l / PP.Ol.2-Kpt/ L2lO / KPU-Kab I lll / 2O2I tentang Tahapan, Program

Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ul,ang Pemilihal

Bupati Dan Wakil Bqpa1i Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi.

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Nomor 3l/PP.OL.2-BA| l2l0/KPU-Kab/IlIl2021
tanggal 30 Maret 2O21 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2|/PP.O1.2-

Kpt/ 12f 0/KPU-Kab/lIl/2O21 tentang Tahapan, Program Dan

Jadwal Pelaksaaaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati labuhanbatu Tahun 2O2O Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi;

2. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :

123.58/PAN.MK/PSPK/O3/2021 tanggal 22 Maret 2O2l Peih,al

Penyampaian Salinan Putusan;

3. Berita Acara Penyarnpaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor : 123.58/PAN.MK/BAPSPK/O3/2021

tanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN I.AIIUHANBATU

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN IABUHANBATU NOMOR 2l/PP.Or.2-Kpt/ l2l0/KPU-

Kab/IIl/2O2L TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PET AI(SAI\IA\]V PEMUNGUTAN SUARA UI.ANG PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI I-AE}UHANBATU TA}IUN 2O2O PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menetapkan Peruballan Tahapan, Program Dan Jadwal Pelal<sanaan

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Labuhanbatu Tahun 202O Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada

point 5, 6 (a), (b), 7 (a), 8, 13 (b), (c), (d), dan (e) sebagaimana tercantum

dalam l,ampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini;
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Segala biaya yang timbul dengan diterbitkanrrya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bsp21i

I^abuhanbatu Tahun 202O;

Keputusan ini mul,ai berl,aku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILII{AN UMUM
KAE}UPATEN I-ABUHANBATU,

ttd

WAHYUDI

Salinan sesuai denga-n aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN LABUI{ANBATU

Hukum,

&

ution

* (\
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NO KEGIATAN JADWAL
AKHIR

1 Rapat Koordinasi KPU RI, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten
Labuhalbatu

23 Maret 2O2l 23 Maret 2O2l

2 Penyusunan Program dan
An ggaran Penyelenggaraarr
Pemungutan dan Penghitungan
Suara Ulang Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi

24 Maret 2O2l

3 Penyusunan Keputusan
Penye le nggaraan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Ulang Pasca
Putusan Maikamah Konstitusi

28 Marct 2O2l 3 Mei2o2l

Rapat Koordinasi dengan
Stakeholder 29 Marct2O2l 3 Mei2O27

Sosialisasi Kepada Masyarakat 29 Mare,t 2O2l 23 April2O2l
Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
a. PPK dan PPS 29 Marct 2O2l 9 Ap;ll2O2l
b. KPPS 29 Maret 2O2l 15 April 2O21

7 Masa Keria PPK, PPS dar KPPS
l0 April 2021 28 Mei2O21

b. KPPS 15 April 2O21 12 Mei202l
Penyuluhan/ Bimbingan Teknis
kepada PPK, PPS dan KPPS

1O April 2021

9
a. Proses pengadaan perlengkapan

Pemungutan dan penghitungan 24 Maret 2021 22 April2O2l

b. Produksi dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan 24 Maret 2O2l 23 Aprn2O2l

r0. Pemungutan dan Penghitungan
Suara U lang
a. Pendistribusian C

pemberitahuan kePada Pemilih
yang terdaftar delzm DPT, DPPh
dan DPTb

18 April 2021

b. Pemungutan dan Penghitungan
suara ulang pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi di TPS

C Pengumuman hasil
penghitungal suara ulang
pasca putusan Mahkamalt
Konstitusi di TPS

24 April2O2l 25 Aprtl 2O2l

11. Pe uman Hasil t 24 April2O2I 202125 April

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 24 / PP.O r.2-Kpt / 12 10 / KPU -Kab / ttt / 2o2 7

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 2t/PP.OL2-Kpt/l2lOlKPU-
Kab/lll/202l TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
]-ABUHANBATU TAHUN 2O2O PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

AWAL

5 April 2021

4.

5
6.

a. PPK dan PPS

8. 23 April2O2l

Pengadaan dan Pendistribusian

suara ulang

oenghitungan suara ulang

23 April2O2l

24 Aprll2ol2l 24 Aptil2O2I,
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Suara Ulang Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi di TPS
melalui larnan KPU oleh KPU
Kabupaten
Penyampaial Hasil Penghitungan
Suara Ulang Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi di TPS dari
KPPS kepada PPK

24 Aprn20'21 25 April.2O2l

13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Ulang Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi
a. Rekapitulasi hasil

penghitungan suara uliang di
tingkat Kecamatan Oleh PPK

25 April2O2l

b. Pengumuman hasil rekapitulasi
tingkat Kecamatan pada papan
pengumuman di kantor PPK
dal melalui laman KPU oleh
KPU Kabupaten Labuhanbatu

25 Apn72O2I 2 Mei 2O2l

c. Penyampaian rekapitulasi hasil
penghitugan suara ulang di
tingkat Kecamatan kepada KPU
Kabupaten l,abuhanbatu

25 April2O2r 28 Aprrl20'21

d. Rekapitulasi dan penetapan
hasil penghitungan suara di
tingkat Kabupaten
l,abuhanbatu

30 April 2021

e. Pengumuman hasil rekapitulasi
tingkat Kabupaten pada tempat
pengumuman di KPU
Kabupaten Labuhanbatu dal
melalui l;aman KPU oleh KPU
Kabupaten Labuhanbatu

26 April2O2l 3 Mei2O21

74. Penetapan Calon Terpilih 30 Aprit 2021 3 Mei 2O2l
Penyampain Hasil Penetapan
Pasangan Calon Terpilih ke DPRD
Kabupaten l,abuhanbatu

30 April2O2r 3 Mei2O21

Salinan sesuai denga-n aslinYa

SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN

KAI}UPATEN I-ABUHANBATU

ukum,

WAHYUDI

ttd

^
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12.

27 April2o2l

26 April2O2l

15.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAEIUPATEN LABUHANBATU,

jdih.kpu.go.id/sumut/labuhanbatu


